Fahmi Alif Aldianto; Jalilut Jabar

Kesadaran Perpajakan dan Sosialisasi Perpajakan terhadap Kepatuhan
Wajib Pajak Pelaku UMKM (Sebuah Studi Literatur)

Fahmi Alif Aldianto; Jalilut Jabar.
Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung
fahmi.aldianto@gmail.com; jalilutjabar@gmail.com.

Abstract

The literature review article on Tax Awareness and Tax Dissemination of Taxpayer
Compliance with MSME Actors (A Literature Study) is an academic paper. The
aim is to formulate a research hypothesis about the influence between variables,
which can be used for further research. How to write this literature review article:
Using library research methods sourced from online media such as Google Scholar,
Mendeley, and other online scientific media. The results of this literature review
article 1. Tax awareness influences MSME tax compliance; 2. Tax socialization
affects MSME tax compliance.

Keywords: Tax Awareness, Tax Socialization, MSME Taxpayers, Literature
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PENDAHULUAN

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan penyangga prioritas
terhadap perekonomian nasional (Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
2022). UMKM dikenal sebagai perusahaan yang berperan dalam membuat
lapangan kerja, menguatkan daya saing dan meningkatkan laju pertumbuhan
ekonomi. UMKM merupakan lini usaha informal yang bisa memberikan
penghasilan bagi kalangan masyarakat yang tidak memiliki akses ke industri
formal. Basis UMKM memiliki karakteristik dengan modal dan sumber daya
manusia terbatas. Akibatnya, UMKM seringkali menghadapi kesulitan untuk
mengembangkan usahanya dan masuk pada pangsa pasar yang lebih luas. Namun,
UMKM mempunyai karakteristik yang unggul dalam hal inovasi dan keluwesan
yang memungkinkan mereka dapat merespons dengan cepat terhadap perubahan
pasar. Dukungan pemerintah merupakan salah satu variable penting untuk dapat
mengembangkan UMKM(Putri Setyaningsih 2021). Pemerintah bisa melakukan
penyediaan berbagai layanan antara lain: pembiayaan, pendidikan, teknologi yang
dikembangkan dan akses pasar. Selanjutnya, pemerintah bisa melakukan
pengaturan terhadap pengembangan UMKM seperti proses perizinan yang
dipermudah dan meringankan pajak.
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Berdasarkan data yang diterbitkan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil
dan Menengah (Kemenkop UMKM) tahun 2022, UMKM di Indonesia tumbuh
sangat baik, jumlahnya naik menjadi 8,71 (delapan koma tujuh puluh satu) juta unit
(Putri 2023). Urutan pertama ditempati Provinsi Jawa Barat dengan total 1.494.723
UMKM. Melihat data tersebut, besarnya potensi UMKM pada provinsi Jawa Barat.
Disusul selanjutnya Provinsi Jawa Tengah, potensi UMKM dengan jumlah
1.457.126 unit yang menunjukkan bahwa Provinsi Jawa Tengah juga memiliki
potensi UMKM yang banyak. Namun, Papua memiliki potensi UMKM paling
sedikit yang berjunmlah 3.932 unit. Hal ini menginformasikan bahwa potensi
UMKM di provinsi Papua ini dikatakan sangat kecil sehingga perlu untuk dapatnya
ditingkatkan. Melihat data tersebut, pemerintah harus dapatnya mendorong
pengembangan UMKM serta didukung dengan perbaikan iklim investasi
(Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian 2019) di provinsi.
Pertumbuhan e-commerce yang berbasis online di Indonesia akan berjalan baik di
tahun 2023. Data ini merupakan manifestasi dari pertumbuhan UMKM go digital
yang sudah melampaui jumlah sampai dengan 21,8 juta, dan sesuai dengan target
Pemerintah sejumlah 22 juta usaha mikro kecil dan menengah dapat go digital
(Ibrahim 2023). UMKM (usaha mikro, kecil, dan menengah) merupakan pilar yang
strategis bagi Indonesia dengan memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan
ekonomi Indonesia dan tersedianya lapangan kerja bagi sebagian besar penduduk
Indonesia. UMKM juga sangat penting bagi pembangunan ekonomi daerah, karena
dapat memberikan dampak positif terhadap ekonomi lokal dan upaya
menanggulangi kemiskinan.

Pajak yang ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang
Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan merupakan kewajiban wajib kepada
negara dan digunakan untuk kebutuhan negara untuk kesejahteraan warga negara
semaksimal mungkin. Kemampuan negara untuk berfungsi biasanya bergantung
pada pajak, yang memainkan peran penting dalam pembiayaan. Dalam pembiayaan
negara, pajak merupakan pilar penting, tanpa pajak negara tidak dapat berjalan
dengan lancar. Melihat pengaruh pajak yang sangat besar, setiap tahun pemerintah
berusaha untuk menaikkan target penerimaan pajak agar program-program yang
direncanakan pemerintah dapat dilaksanakan. Selain karena pajak berperan sebagai
penerimaan pajak bagi kas negara, pajak juga sebagai media bagi seluruh warga
negaranya dalam rangka memenuhi kewajibannya kepada negara.

Pada tahun 2018, Pemerintah Republik Indonesia mengeluarkan Peraturan
Pemerintah di bidang ini penghasilan kena pajak yang diharapkan mempunyai
pengaruh yang luar biasa terhadap penghasilan kena pajak dalam Peraturan
Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 (Suasa, Arjaya, and Seputra 2021). Beragam
tanggapan dari masyarakat terkait peraturan ini diterbitkan. Antara lain tentang sisi
keadilan terkait dengan penghasilan yang harus dikenai pajak. Pertimbangan
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pemerintah dalam mengklaim pajak penghasilan menggunakan tingkat bunga 0,5
(nol kom lima) persen dari penjualan kotor bulanan perusahaan dan adalah yang
terakhir, yaitu: beban pajak yang lebih rendah pada UMKM untuk memungkinkan
hal ini dilakukan pelaku UMKM agar bisa memperluas peluang keuangan dan
memperkuat ekonomi, seperti yang dapat dilakukan oleh UMKM waktu untuk
mempersiapkan  sebelum memenuhi tugas dan hak Dana peraturan pajak
penghasilan yang berlaku. Penetapan pajak penghasilan final sesuai dengan PP ini
berarti signifikan setelah pajak penghasilan pada tingkat bunga nol koma lima
persen dari yang dapat dihitung omset kotor setiap bulan, jadi pajak atas
penghasilan ini diperhitungkan siap omset kotor adalah pendapatan atau omzet atau
pendapatan kotor dari suatu usaha.

Pembayaran pajak terus dirasakan baik oleh wajib pajak perorangan maupun
badan. Reformasi perpajakan dapat direalisasikan ketika mendaptakan dukungan
dari seluruh lapisan masyarakat Indonesia (Natalia dan et. al. 2021). Faktor-faktor
lain juga dapat memberikan dampak yang menyebabkan rendahnya pembayaran
pajak terutama bagi usaha mikro, kecil dan menengah. Beberapa usaha kecil dan
menengah sulit untuk dibiayai karena hanya memiliki pendapatan kotor yang kecil,
sehingga banyak dari mereka yang tidak mendaftar ke kantor pajak. Saat ini,
pemerintah mengambil tindakan dengan menurunkan tarif pajak UMKM dari 1
persen menjadi 0,5 persen, yang diharapkan dapat memudahkan operasional para
pengusaha dan menciptakan kesadaran di kalangan wajib pajak.

(Agni dan Masripah 2023) meneliti apakah kesadaran wajib pajak, sosialisasi
perpajakan dan sanksi perpajakan berpengaruh terhadap persyaratan legalitas UKM
kuliner di Jakarta. Sumber data utama penelitian ini, yaitu sampel wajib pajak
UMKM kuliner yang terdaftar di Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi,
Usaha Kecil dan Menengah DKI Jakarta. Dari riset yang dilakukan, kesadaran
wajib pajak, sosialisasi pajak dan konsekuensi perpajakan memliki berpengaruh
terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM sektor kuliner Jakarta.

(Nabilah 2023) menguji dan membuktikan secara empiris pengaruh
diturunkannya PPh, e-registrasi, e-filing, electronic invoice dan sosialisasi pajak
terhadap kepatuhan para wajib pajak usaha mikro, kecil dan menengah di KPP.
Krembangan Surabaya. Sampel terdiri dari masyarakat yang masuk pada wajib
pajak usaha mikro, kecil dan menengah KPP Krembangan Surabaya. Pengambilan
sampel dilakukan dengan menggunakan rdanom sampling dan rumus Slovin untuk
menentukan jumlah sampel. Kesimpulan dari penelitian ini adalah pengurangan
pajak penghasilan, penerapan pendaftaran elektronik, penerapan pendaftaran
elektronik, penerapan pendaftaran elektronik, RUU memiliki pengaruh yang positif
dan signifikan, dan sosialisasi perpajakan memiliki pengaruh yang positif namun
tidak signifikan.
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Berdasarkan pengalaman, mahasiswa dan penulis mengalami kesulitan dalam
mencari artikel yang dapat mendukung karya ilmiah mereka seperti makalah
penelitian sebelumnya atau studi signifikan (Nurhayati et al. 2022). Untuk
mengkonfirmasi teori yang diteliti, lihat artikel yang relevan atau pengaruh antara
variabel dan menetapkan hipotesis (Tonda dan Tyas 2022). Dalam tinjauan pustaka,
makalah ini mengkaji dampak kesadaran perpajakan UMKM dan sosialisasi
perpajakan terhadap kepatuhan pelaku UMKM dalam koridor sebagai wajib pajak
secara keseluruhan dalam bidang perpajakan.

LANDASAN TEORI

Teori merupakan gabungan konsep, penalaran yang sudah memiliki logika
dan proposisi serta penyusunannya yang sistematis. Secara umum, teori mempunyai
tiga fungsi, menjelaskan (explanation), meramalkan (prediction), dan pengendalian
(control) suatu gejala (Sugiyono 2019). Menurut Neuman (Sugiyono 2019) teori
merupakan seperangkat konsep, definisi, dan proposisi yang berfungsi untuk
melihat fenomena secara sistematik, melalui spesifikasi hubungan antar variabel,
sehingga dapat berguna untuk men-jelaskan dan meramalkan fenomena.
Konseptualisasi diperoleh melalui jalan yang sistematis. Berikut akan dijelaskan
teori terkait dengan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), Pajak
Penghasilan Final UMKM, Kesadaran Wajib Pajak, Sosialiasi Perpajakan, dan
Kepatuhan Pajak UMKM.

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)

Usaha mikro, kecil dan menengah Usaha kecil dan menengah, yaitu. usaha
mikro, kecil dan menengah, merupakan jenis usaha yang menempati posisi penting
dalam perekonomian nasional (Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian
2021). Undang-undang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) No. 20 Tahun
2008 (Republik Indonesia 2008) mendefinisikan UMKM sebagai usaha yang
dimiliki oleh individu atau kelompok kecil dengan karyawan kurang dari 250 orang.
UMKM juga memiliki karakteristik seperti modal usaha kecil, operasi usaha
terbatas, dan sering menggunakan teknologi sederhana untuk produksi dan
distribusi.

Pajak Penghasilan Final UMKM

Pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan atas kewajiban pajak
penghasilan yang diterima atau diperoleh selama tahun pajak. Pajak penghasilan
biasa disebut PPN final karena hampir seluruhnya bersifat final. Dilihat dari PPh
final, sebenarnya warga penerima gaji tidak lagi harus memberikan penilaian yang
dipungut di akhir tahun, karena dipotong setiap bulan saat menerima gaji. PPh final
diatur dengan PP (Peraturan Pemerintah) No. 23 Tahun 2018 (Republik Indonesia
2018), yaitu beberapa pajak penghasilan berlaku. Menurut PP No. 23 Tahun 2018,
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penghasilan kena pajak adalah penghasilan dari usaha yang tidak termasuk
penghasilan dari jasa yang berhubungan dengan pekerjaan bebas dan penghasilan
brutonya tidak melebihi Rp. 4,8 miliar per tahun. Peraturan tersebut juga
menjelaskan bahwa PPh final sebesar 0,5%, dengan pengecualian objek pajak
sebagai berikut: (1) penghasilan yang diterima atau diperoleh dari jasa yang
berhubungan dengan pekerjaan mandiri (2) penghasilan yang diterima atau
diperoleh di luar usaha (3) penghasilan . berkaitan dengan penghasilan final selain
pajak melalui ketentuan perpajakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan
dan (4) penghasilan bebas pajak. Masa pembayaran pajak untuk wajib pajak lama
dimulai dari tahun pajak PP berjalan dan untuk wajib pajak baru dari tahun pajak
terdaftar.

Kesadaran Wajib Pajak

Menurut (Kamus Besar Bahasa Indonesia 2023), kesadaran adalah keadaan
pengetahuan, pengertian dan perasaan. Kesadaran wajib pajak adalah dimana wajib
pajak mengetahui, memahami dan menerapkan peraturan perpajakan dengan benar.
Mengetahui dan memahami perpajakan sangat penting karena dapat membantu
wajib pajak mematuhi peraturan dan memenuhi kewajiban perpajakannya. Menurut
Muliari (Astana and Merkusiwati. 2017), kesadaran wajib pajak adalah keinginan
yang tulus dari seseorang untuk secara sukarela memenuhi kewajiban membayar
pajak. (Nurmantu 2003)indikator kesadaran wajib pajak, memahami bahwa pajak
merupakan sumber pendapatan negara terbesar, bahwa membayar pajak adalah
kewajiban, berusaha memahami undang-undang dan peraturan perpajakan, sanksi,
memahami wajib pajak. Kesadaran wajib pajak adalah keadaan dimana wajib pajak
memahami dan memahami arti, fungsi dan tujuan membayar pajak kepada
pemerintah (Rahayu 2017).

Sosialiasi Perpajakan

Menurut (Puspita and Widyawati 2016), sosialisasi perpajakan merupakan
salah satu bentuk kegiatan pelayanan yang ingin dilakukan Ditjen Pajak untuk
meningkatkan kesadaran perpajakannya sesuai dengan peraturan yang berlaku
terkini. Tujuannya adalah untuk memberikan pemahaman kepada wajib pajak.
Menurut (Rohmawati, Prasetyono, and Rimawati 2013), sosialisasi perpajakan
adalah upaya direktur pajak untuk memberikan informasi kepada masyarakat dan
khususnya kepada wajib pajak agar mereka mengetahui segala sesuatu yang
berkaitan dengan perpajakan, serta peraturan dan prosedur. Pajak dengan metode
yang tepat. Sosialisasi tidak hanya dapat meningkatkan pengetahuan tentang
perpajakan, yang pada gilirannya dapat berkontribusi pada peningkatan kesadaran
diri wajib pajak.

Kepatuhan Pajak UMKM
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Menurut (Kamus Besar Bahasa Indonesia 2023), ketaatan berasal dari kata
patuh yang berarti menuruti perintah, taat, patuh, mengikuti petunjuk dan aturan.
Menurut (Rahayu 2017), kepatuhan wajib pajak terbagi menjadi dua jenis
kepatuhan, yaitu: Kepatuhan formal adalah suatu keadaan dimana wajib pajak
secara formal mematuhi kewajibannya sesuai dengan peraturan departemen hukum
pajak. Contoh Kirim Surat Pemberitahuan (SPT) mungkin diperlukan atau tidak.
Wajib pajak melapor, tidak lewat batas waktu. Selain itu, kepatuhan substantif
adalah suatu keadaan dimana Wajib Pajak mentaati semua ketentuan tersebut secara
substansial atau substansial sesuai dengan materi perpajakan, yaitu isi dan semangat
undang-undang perpajakan. Undang-undang pajak material dapat mencakup
kepatuhan formal.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif, dan pendekatan
penelitian kepustakaan mendalam memberikan kesimpulan yang lengkap dan
komprehensif, selain itu penelitian ini mampu menyerap banyak informasi untuk
mendapatkan hasil yang lebih lengkap dan bermakna (Sugiyono 2019). Metode
penelitian kualitatif dalam kajian sastra adalah metode penelitian yang
menggunakan analisis dokumenter atau sastra sebagai sumber data utama.
Penelitian kualitatif dalam studi literatur biasanya dilakukan untuk mendapatkan
pemahaman yang lebih mendalam tentang subjek yang dipelajari melalui
penelaahan dan analisis literatur yang relevan. Proses penelitian literatur penelitian
ini dimulai dengan menentukan topik penelitian dan mencari literatur terkait dari
sumber-sumber seperti buku, jurnal, artikel, dan dokumen lain yang terkait dengan
pengaruh kepatuhan dan sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan pajak
penghasilan final UMKM. Sumber data menggunakan buku, jurnal, artikel, dan
dokumen yang diambil dari google dan google scholar yang peneliti asumsikan
memiliki relevansi dengan topik penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pembahasan didasarkan pada teori yang relevan dan penelitian sebelumnya
artikel tinjauan literatur ini berfokus pada kepatuhan Pajak Penghasilan Final
UMKM antara lain:

Kesadaran Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pelaku UMKM

Masalah pajak tetap menjadi masalah penting bagi UKM. Rasio penerimaan
pajak (tax rate) Indonesia masih relatif rendah dan jauh dari optimal. Karena hal ini
disebabkan oleh faktor pembayar pajak tertentu, fenomena ini merupakan masalah
yang perlu diperiksa dan dikoreksi oleh pemerintah secara rutin dan regresif, dan
tingkat kesadaran wajib pajak sangat penting untuk kelangsungan hidup bangsa.
Sebab, jika keadaan ini terus berlanjut, maka akan mempengaruhi kegiatan
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pembangunan dan perencanaan infrastruktur yang dilaksanakan oleh pemerintah.
Peningkatan penerimaan pajak tidak lepas dari kontribusi wajib pajak dalam
memenuhi kewajibannya. Saat ini kewajiban perpajakan Indonesia didukung
dengan self assesment yang pengenalannya mendorong wajib pajak untuk jujur dari
awal penghitungan hingga melaporkan pajaknya melalui SPT (Octaviana dan
Halimatusadiah 2023).

Kepatuhan pajak masyarakat sangat dipengaruhi oleh kesadaran masyarakat.
Kepatuhan wajib pajak juga tergantung pada seberapa baik fiskus (pejabat yang
bertanggung jawab untuk mengurus dan memungut pajak) kepada wajib pajak
untuk diberikan pelayanan yang baik ketika yang ingin memenuhi kewajibannya
sebagai wajib pajak. Kepatuhan wajib pajak juga terdapat pada religiusitas.
Penelitian (RIRI 2023) menggunakan data wawancara, kuesioner dan pendekatan
kuantitatif tertulis. Populasi dalam survey ini adalah jumlah UMKM yang ada di
kota Bandar Lampung. Jumlah sampel yang digunakan terdiri dari 95 pelaku
UMKM yang dipilih dengan teknik rdanom sampling. Berdasarkan penelitian yang
dilakukan, didapatkan hasil bahwa: 1) Faktor kualitas pelayanan tidak berpengaruh
terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Bandar Lampung. 2) Variabel
faktor pajak berpengaruh negatif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota
Bdanar Lampung. 3) Variabel kesadaran pajak berpengaruh positif terhadap
kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Bdanar Lampung.

(Rahmawati, Mahanani, dan Triyani 2023) melakukan penelitian dengan
tujuan untuk mengetahui dampak sosialisasi perpajakan, sanksi perpajakan dan
kesadaran perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kota Kudus.
Kepatuhan wajib pajak adalah kondisi wajib pajak memenuhi kewajiban
perpajakannya dan tidak melanggar peraturan perpajakan yang berlaku. Meskipun
jumlah UMKM meningkat setiap tahunnya, namun tingkat kepatuhan wajib pajak
UMKM tetap rendah dan cenderung menurun pada tahun 2020 dan 2021. Penelitian
ini mengumpulkan data dengan menggunakan penelitian kuantitatif dengan
menggunakan metode survey. Populasi penelitian terdiri dari 17.182 pelaku usaha
mikro, kecil dan menengah (UMKM) di Kabupaten Kudus yang terdaftar di Dinas
Koperasi dan UMKM. Menggunakan 120 sampel dengan metode simple rdanom
sampling. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa variabel ‘sosialisasi
perpajakan” berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak
UMKM di Kabupaten Kudus, dan sanksi perpajakan berpengaruh positif dan
signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kabupaten Kudus.
menunjukkan bahwa itu membuat dampak dan bahwa kesadaran pajak meningkat.
Pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM
di Kabupaten Kudus.

Salah satu penerimaan pajak Indonesia berasal dari sektor Usaha Mikro Kecil
dan Menengah (UMKM). Namun, kepatuhan wajib pajak terhadap kewajiban
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perpajakannya masih rendah. Dalam hal ini pemerintah memberikan kepercayaan
penuh kepada wajib pajak untuk menghitung, membayar dan melaporkan sendiri
pajaknya. Tujuan dari penelitian (Fadillah 2023) adalah untuk mengetahui
pengaruh pengetahuan perpajakan, pemahaman perpajakan, dan kesadaran
perpajakan wajib pajak dan fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.
Subyek penelitian ini adalah wajib pajak UMKM yang terdaftar di KPP Pratama
Batu. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan
berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM, pemahaman
perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM, dan
kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.
tidak berpengaruh pada kepatuhan. Persentase wajib pajak UMKM.

Wajib pajak bertanggung jawab untuk menentukan kewajiban perpajakannya
dengan menggunakan dokumen Surat Pemberitahuan (SPT). Ini berarti wajib pajak
harus menyadari kewajiban perpajakannya dan memiliki pengetahuan dasar tentang
sistem perpajakan agar dapat mematuhi peraturan perpajakan Indonesia. Sistem
self-assessment ini diperkenalkan di Indonesia untuk membantu peran utama wajib
pajak dalam menentukan tingkat pendapatan pemerintah dari departemen pajak.
Salah satu pendapatan dari departemen pajak tunduk pada kepatuhan pajak. Salah
satunya adalah badan UMKM sebagai wajib pajak wajib memenuhi kewajiban
perpajakannya melalui self assesment system. Peluang bagi wajib pajak untuk
membantu meningkatkan penerimaan negara sangat besar mengingat banyaknya
jumlah pelaku UMKM. Penelitian (Agni dan Masripah 2023) mengambil sampel
wajib pajak UMKM kuliner yang terdaftar di Dinas Perindustrian, Perdagangan,
Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah wilayah Jakarta, dengan hasil penelitian
menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak, sosialisasi perpajakan, dan sanksi
perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak
UMKM sektor kuliner di Jakarta.

Kesadaran perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan pajak UMKM juga
sejalan dengan penelitian (Prandanika dan Jaeni 2023), (Varian dan Jenni 2023),
dan (Kurniawan 2023).

Sosialisasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pelaku UMKM

Penelitian (Sitorus dan Gunarso 2023) untuk mengamati sosialisasi langsung
kegiatan penasehat pajak melalui komunikasi langsung dengan wajib pajak atau
calon wajib pajak. Sosialisasi tidak langsung menyangkut kegiatan sosialisasi,
warga pajak dengan interaksi minimal atau tidak langsung dengan peserta. Hal ini
dapat dilakukan melalui media cetak maupun elektronik. Semakin positif dampak
sosialisasi perpajakan maka tingkat kepatuhan wajib pajak semakin tinggi.
Sebaliknya, semakin negatif sosialisasi perpajakan maka tingkat kepatuhan wajib
pajak semakin rendah. teknik survei melalui penyebaran kuesioner. Penelitian ini
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menggunakan populasi penelitian Wajib Pajak UMKM yang berada di Kota
Malang, dan sampel penelitian ini berjumlah 94 orang. Berdasarkan uraian tersebut,
dari sini dapat disimpulkan bahwa sosialisasi perpajakan wajib pajak UMKM di
Kota Malang berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM.
Kepatuhan wajib pajak UMKM akan meningkat jika sosialisasi pajak dilaksanakan
dengan baik dan maksimal.

Berdasarkan teori tindakan terencana, sosialisasi pajak dikaitkan dengan
keyakinan normatif. Pengenalan sosialisasi perpajakan akan memberikan wawasan
tentang peraturan perpajakan yang diterapkan dan diperbarui, membuat wajib pajak
bertanggung jawab atas pajaknya. Mereka yang berpengalaman dalam bidang
perpajakan memahami pentingnya kewajiban perpajakan dan termotivasi untuk
mematuhinya. Kepatuhan WPOP dipengaruhi oleh sosialisasi pajak, yang juga
didukung oleh teori atribusi. Sosialisasi perpajakan merupakan faktor eksternal
yang mempengaruhi kewajiban wajib pajak. Sosialisasi oleh petugas pajak
diharapkan dapat memberikan efek positif Kepatuhan wajib pajak terhadap
kewajiban perpajakan semakin meningkat. (Budi dan Astika 2023) melakukan
penelitian dengan sampel adalah wajib pajak sektor UMKM dan wajib pajak badan
berbasis UMKM yang masuk dalam daftar pada KPP Pratama Denpasar Timur
dengan jumlah 100 wajib pajak. Hasil penelitian tersebut membuahkan hasil dengan
rincian sebagai berikut: religiusitas wajib pajak, dan sosialisasi perpajakan
memiliki pengaruh positif pada kepatuhan wajib pajak UMKM di KPP Pratama
Denpasar Timur.

Pemerintah terus melakukan reformasi pajak melalui pembuatan dan
pemberlakuan regulasi hukum dan memperbaiki administrasi perpajakan. Ini
memfasilitasi layanan penting pajak. Rendahnya kepatuhan wajib pajak ini
dikarenakan salah satunya minimnya otoritas pajak melakukan sosialisasi mengenai
kewajiban dan kemudahan dalam membayar pajak, sehingga pengetahuan
mengenai wajib pajak salah satunya dapat disebabkan oleh pengelolaan pembukuan
keuangan yang terjadi pada UMKM. Penelitian yang dilakukan (Aulia, Nurlaela,
dan Kurnaeli 2023) dengan sampel penelitian yang digunakan sejumlah 90
responden merupakan wajib pajak orang pribadi pemilik UMKM yang terdaftar di
KPP Pratama Garut dan memnerikan hasil dimana pemberlakuan pajak atas
pemahaman dan sosialisasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan
wajib pajak pemilik UMKM.

Sosialisasi adalah tentang mempertimbangkan norma, nilai, dan perilaku
yang diharapkan Kelompok sebagai bentuk reformasi untuk menjadi organisasi
yang lebih efektif. Sosialisasi Perpajakan adalah upaya Direktorat Jenderal Pajak
untuk memberikan pengetahuan kepada masyarakat khususnya wajib pajak untuk
memahami fakta yang ada Peraturan perpajakan dan tata cara pemungutan pajak
dengan cara yang benar. Diharapkan dapat meningkatkan kesadaran kepatuhan
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karena masyarakat menjadi lebih tersosialisasi peraturan pemerintah No 23 Tahun
2018. Penelitian (Anggraeni dan Ramayanti 2023) dengan menggunakan 40
responden UMKM yang berada di Jakarta Timur memberikan hasil sosialisasi
perpajakkan dan pemahaman perpajakkan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib
pajak UMKM, tetapi tingkat pendidikan tidak berpengaruh.

Sosialisasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan pajak UMKM juga
sejalan dengan penelitian (Palguna 2023), (Bufi 2023), (Hasfira 2023), dan (Fakri
2023).

KESIMPULAN

Berdasarkan teori dan jurnal penelitian yang relevan maka dapat disimpulkan
dan dapat digunakan untuk hipotesis penelitian selanjutnya:

1.  Kesadaran perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan pajak UMKM
2. Sosialisasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan pajak UMKM
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